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A. Latar Belakang Masalah 
            Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun  1945 menentukan secara 
tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka 
salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap 
orang  dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang  berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang 
sama dihadapan hukum. 
Hukumlah yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia bertindak dalam segala 
segi-segi kehidupannya. Hal ini semakin dikukuhkan di dalam  Kitab Undang- Undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang dengan pasti mendasarkan diri pada asas legalitas. Pasal 1 ayat 
(1) KUHP menegaskan bahwa  “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan 
aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan asas legalitas tersebut adalah 
adanya suatu kepastian hukum atas setiap perbuatan  hukum di dalam suatu negara hukum. 
Sebagai Negara yang mendasarkan diri pada hukum, maka kepastian hukum adalah suatu hal 
yang  wajib ada guna mencegah adanya kesewenang-wenangan dari penguasa dan aparat 
penegak hukum.  
        Sudargo Gautama, mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, 
yakni: 
a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara 
tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, 
individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap 
penguasa. 
b. Azas Legalitas  
 Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih 
dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. 
c. Pemisahan Kekuasaan 
 
 Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan 
yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan 
mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.   
 
Dalam rangka memenuhi kepastian hukum ini maka diperlukan beberapa hal yang 
diantaranya adalah :  
a. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin 
hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh 
perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 
b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
c. Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
d. Pemilihan umum yang bebas; 
e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi; 
f. Pendidikan civic (kewarganegaraan) 
 (S. Anwary; 2006; Penegakan Negara Hukum Di Republik Indonesia, 
www.legalitas.go.org; 22 September 2008 pukul 03.43 WIB). 
Pada point a, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat dicapainya suatu kepastian 
hukum ini adalah adanya konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak 
saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat menimbulkan perbedaan persepsi 
mengenai peraturan tersebut. Ilmu hukum memang bukan merupakan suatu ilmu pasti di 
mana sesuatu mempunyai kepastian yang bisa dihitung dengan tepat. Dalam ilmu hukum 
perbedaan pandangan maupun persepsi merupakan satu hal yang sering terjadi karena bias 
pandangan. Hal inilah yang menjadi salah satu pangkal masalah dalam penegakan hukum.  
 Salah satu instrumen penegakan hukum yang menjamin adanya kepastian hukum di 
Indonesia adalah lembaga Praperadilan. Praperadilan merupakan lembaga baru yang 
diperkenalkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah 
kehidupan penegakan hukum. Praperadilan ini merupakan fungsi wewenang yang diberikan 
kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan secara horizontal kepada aparat 
penegak hukum (penyidik dan penuntut) dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab  
X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi 
Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susunan Praperadilan, Praperadilan 
bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat 
peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan atas suatu perkara pidana.  
Praperadilan hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang 
dilimpahkan KUHAP pada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.  Selama ini 
wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara 
perdata sebagai tugas pokok, maka wewenang tersebut ditambahkan untuk menilai sah atau 
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan 
yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan 
pada Praperadilan.  
Dalam KUHAP Praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10, yang menegaskan bahwa 
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus; 
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, 
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,   
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain 
atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 
       Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP ini kemudian dipertegas lagi 
dalam Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan : Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan 
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang; 
1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan. 
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan 
pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 
Dalam proses pemeriksaannya, sidang Praperadilan dilakukan dengan proses acara 
cepat, hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c. yang menyebutkan ”pemeriksaan 
tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah 
menjatuhkan putusannya”. Mulai dari penunjukkan hakim, penetapan hari sidang, 
pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cepat, 
supaya majelis hakim dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari.  
Berangkat dari cara ber-acara yang cepat tersebut maka bentuk suatu putusan Praperadilan 
akan menyesuaikan dengan sifat proses pemeriksaannya. Oleh karena itu, bentuk putusan 
Praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas dan berdasar. 
Terhadap putusan dari Praperadilan, kemudian timbul satu permasalahan yaitu 
mengenai upaya hukum yang dapat diajukan. Terahadap permasalahan yang ada, M. Yahya 
Harahap menyebutkan bahwa  dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP ”Terhadap putusan 
Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak 
dapat dimintakan banding” dengan demikian dapat dikatakan berdasar pasal 83 ayat  (1) 
hampir semua putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding.  
Pada prinsipnya terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Hal 
ini sesuai dengan asas acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan Praperadilan, yang 
dilakukan dengan ”acara cepat”. Demikian juga dari segi tujuan pelembagaan Praperadilan 
untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Lagi pula 
jika ditinjau dari kewenangan Praperadilan bertujuan memberi pengawasan atas tindakan 
upaya paksa yang dilakukan aparat penyidik dan penuntut umum. 
 Putusan Praperadilan yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi diatur 
dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP ”Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan 
Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang 
untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang 
bersangkutan”. Pada pasal ini dapat  dilihat bahwa yang dapat dimintakan banding adalah  
yang menyangkut ”tidak sahnya” penyidikan dan penuntutan.  Kemudian atas putusan 
tersebut dinyatakan, ”yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi” , 
berarti dapat diartikan bahwa kata  ”putusan akhir”  sama halnya bahwa putusan tersebut 
bersifat tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum atas putusan tersebut, sehingga atas 
putusan Praperadilan di tingkat banding tidak dapat dilakukan upaya hukum di pengadilan 
tingkat akhir (Kasasi).  
Kasasi merupakan suatu upaya hukum di peradilan tingkat akhir. Ditegaskan dalam 
pasal 244 KUHAP ”Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir 
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat 
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap 
putusan bebas”,  atau dengan kata lain yang dapat diajukan Kasasi hanya ”putusan perkara 
pidana”  Sedang putusan Kasasi bukan merupakan putusan perkara pidana sehingga dapat 
disimpulkan bahwa putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi.  
Pernyataan tersebut dipertegas  M. Yahya Harahap, tentang putusan Mahkamah 
Agung sebagai berikut;   ”Bagamanana sikap Mahkamah Agung mengenai masalah tersebut? 
Sampai saat sekarang (September 2000), peradilan tertinggi cenderung pada pendirian, tidak 
memperkenankan permintaan kasasi atas Praperadilan. Untuk mengetahui jalan pikiran 
Mahkamah Agung, dapat dilihat ungkapan pertimbangan yang tertuang dalam salah satu 
putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1983, No. 227K/KR/1982. dari putusan ini 
dapat disadur pertimbangan sebagai berikut;  
1. Mahkamah Agung berpendapat, terhadap putusan-putusan Praperadilan tidak  
dimungkinkan permintaan kasasi, karena keharusan cepat penyelesaian perkara 
Praperadilan tidak akan terpenuhi apabila dimungkinkan pemeriksaan kasasi terhadap 
putusan Praperadilan,  
2. Wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Praperadilan, dimaksudkan hanya 
sebagai wewenang pengawasan horizontal terhadap tindakan tindakan pejabat 
penegak hukum lainnya, 
3. Juga Pasal 244 KUHAP, tidak membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan 
Kasasi putusan Praperadilan, karena pemeriksaan kasasi yang diatur Pasal 244 hanya 
mengenai putusan perkara pidana yang benar-benar diperiksa dan diputus Pengadilan 
Negeri dan atau pengadilan selain dari Mahkamah Agung. 
4. Selain daripada itu, menurut hukum acara pidana,  baik mengenai pihak-pihak 
maupun acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika dibandingkan 
dalam pemeriksaan Praperadilan. 
                      Dari pertimbangan dimaksud, dapat dilihat pendirian, permintaan kasasi terhadap 
putusan Praperadilan ”tidak dapat diterima”. Pendirian yang seperti ini dapat juga dilihat 
dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Mei 1984, Reg. No. 680 K/ Pid/1983.  Salah 
satu bagian pertimbangannya berbunyi : bahwa menurut yurisprudensi tetap terhadap 
putusan-putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi 
dari pemohon kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima”. 
Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa semua putusan 
Praperadilan tidak dapat dimintakan upaya kasasi dan ternyata hal tersebut sudah menjadi 
suatu yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sehingga praktek peradilan diwajibkan untuk 
menyesuaikan dan mengikuti yurisprudensi tersebut. 
Pernyataan yang didasarkan pada peraturan dan pendapat- pendapat hukum yang 
menyatakan bahwa ”semua” putusan Praperadilan ”tidak dapat” dimintakan kasasi  kemudian 
muncul suatu permasalahan dengan diterimanya permohonan perkara Praperadilan yang 
dalam hal ini diajukan oleh  Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia cq. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, yang kemudian diputuskan 
dalam putusan kasasi tanggal 19 April 2007 No. 1140 K/Pid/2004. berdasar fakta tersebut 
maka tampak ketidaksesuaian antara  kententuan KUHAP, dan yurisprudensi Mahkamah 
Agung yang seharusnya dijadikan panutan atau landasan para hakim dalam memutuskan 
suatu perkara, dengan praktek peradilan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus 
permohonan Kasasi atas satu putusan Praperadilan. 
 Atas permasalahan tersebut muncul dua pertanyaan yang mendasar, pertama, 
bagaimanakah prosedur teknis pengajuan kasasi Praperadilan tentang penghentian 
penyidikan yang tidak sah di Mahkamah Agung. Kedua, apakah alasan atau dasar 
pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam melakukan  pemeriksaan permohonan kasasi 
terhadap putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah.  
Berdasarkan hal tersebut  penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang  
membahas permasalahan pengajuan  kasasi terhadap putusan Praperadilan tentang 
penghentian penyidikan yang tidak sah. Hal tersebut penulis sajikan dalam bentuk penelitian 
Penulisan Hukum yang berjudul ”TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI 
TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG PENGHENTIAN 
PENYIDIKAN  YANG TIDAK SAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH AGUNG)” 
B. Rumusan Masalah 
Guna memberikan arah dan panduan yang mengerucut mengenai bahasan yang dikaji 
dalam suatu penelitian, perumusan masalah  sebagai sebuah konsepsi permasalahan yang 
akan dicari jawabannya perlu ditentukan terlebih dahulu. Adapun permasalahan dalam 
penelitian ini antara lain: 
1. Bagaimanakah pengajuan kasasi terhadap putusan Praperadilan tentang penghentian 
penyidikan yang tidak sah di Mahkamah Agung? 
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa 
dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan Praperadilan tentang penghentian 
penyidikan yang tidak sah?  
C. Tujuan Penelitian 
1.Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui prosedur teknis pengajuan kasasi terhadap  putusan Praperadilan 
tentang penghentian penyidikan yang tidak sah di Mahkamah Agung. 
b. Untuk mengetahui alasan atau dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan Praperadilan tentang 
penghentian penyidikan yang tidak sah.  
2.Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta 
pemahaman aspek yuridis pada teoritik dan praktik dalam lapangan hukum khususnya 
dalam hal beracara pada Praperadilan dalam fungsinya sebagai pengawas horizontal 
pada aparat penegak hukum. 
b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat 
memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, 
dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana yang 
berkaitan dengan proses ber-acara dalam persidangan Praperadilan. 
b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi 
ilmiah serta pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk 
memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai Praperadilan dan upaya hukum yang 
dapat dilakukan dalam Praperadilan.  
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis yaitu bagaimana 
pengajuan kasasi terhadap putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan yang 
tidak sah di Mahkamah Agung, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim 
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap 
putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah di Mahkamah 
Agung 
b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam 
masyarakat nantinya 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti. 
E. Metode Penelitian 
Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 
dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk 
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau 
hipotese, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. (Sutrisno Hadi, 1989: 
4). Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir 
secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk 
menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran 
dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotes 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, 
atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tersier. Bahan-bahan  tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik 
suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat 
dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ( Soerjono 
Soekanto 2001:13-14 ). 
 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara 
tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 
menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 
masyarakat (Amirudin dan Z. Asikin. 2004:25). Dari pengertian tersebut dapat diartikan 
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta 
yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha 
untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.  
3. Jenis Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data 
atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan 
sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal 
maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Jenis data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 
Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, meliputi: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 227K/KR/1982 tertanggal 29 Maret 1982, 
Putusan Mahkamah Agung RI No.680 K/Pid/1983 tertanggal 10 Mei 1984, 
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 401 K/Pid/1983 tgl 10 April 1984 
3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1140 K/Pid/2004 tertanggal 19 April 2007 
 
b. Bahan hukum sekunder   
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum. Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur, buku, 
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
c. Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa  
Kamus Besar Bahasa Indonesia.   
4.  Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian 
dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data 
sekunder berupa dokumen publik atau catatan-catatan resmi, yaitu dokumen Putusan  
MA RI No. 1140 K/Pid/2004 tertanggal 19 April 2007, dan peraturan perundangan 
yang memuat Praperadilan dan Upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan 
Praperadilan. 
Selain sumber data yang berupa undang-undang negara maupun peraturan 
pemerintah, data juga diperoleh dari makalah-makalah, buku-buku referensi dan artikel 
media massa yang mengulas tentang Praperadilan dan upaya-upaya hukum apa yang 
dapat dilakukan atas suatu putusan Praperadilan. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam 
penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Library Research). 
Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan 
dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang 
berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.  
Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka 
untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan 
menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
6. Teknik Analisis Data 
Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu 
dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme 
pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang 
terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, 
kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap 
permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini 
analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan 
masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data 
dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah 
dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini 
harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah memahami data 
dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, 
perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang 
ada. 
Sebagaimana hal tersebut dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan 
serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum, yaitu undang-undang tidak berlaku 
surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai 
kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus 
mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang belakangan 
membatalkan yang berlaku terdahulu; undang-undang sebagai sarana semaksimal 
mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material masyarakat maupun individu  
F. Sistematika Penulisan Hukum       
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan 
hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan 
sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat 
bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut 
adalah sebagai berikut : 
     BAB I   PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan hukum. 
 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian praperadian, 
tinjauan umum mengenai penyidikan, tinjauan umum mengenai kasasi, 
tinjauan umum mengenai Mahkamah Agung, serta tinjauan umum mengenai 
putusan.  
 BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah 
ditentukan sebelumnya : Pertama, prosedur pengajuan kasasi terhadap 
putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah di 
Mahkamah Agung. Kedua, apa yang dijadikan dasar pertimbangan hakim 
hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Permohonan 
Kasasi terhadap putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan yang 
tidak sah.  
 BAB IV  PENUTUP 
                      Bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek 
penelitian dan saran-saran. 
 DAFTAR PUSTAKA 




A. Kerangka Teori  
1. Tinjauan Umum Mengenai Praperadilan 
a. Pengertian Praperadilan  
Menurut Andi Hamzah, secara harfiah kata “Praperadilan” berasal dari kata 
“Pra” yang berarti sebelum dan “peradilan”, atau dengan kata lain Praperadilan 
adalah merupakan pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal 
lembaga semacam itu benar benar melakukan pemeriksaan pendahuluan “Rechter 
commissaris”, yang dapat disebut sebagai Praperadilan, karena selain menentukan 
sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan,juga melakukan pemeriksaan 
pendahuluan atas suatu perkara. 
Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP ditentukan bahwa: “Praperadilan adalah 
wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini, tentang: 
1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan 
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 
2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 
3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya 
atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” 
Menurut Loeby Loqman dalam bukunya Hari Sasangka, Praperadilan 
merupakan suatu lembaga hukum yang telah berperan aktif di dalam fase 
pemeriksaan. 
Menurut Andi Hamzah, berdasarkan pengertian KUHAP diatas, dapat 
dilihat bahwa tidak ada ketentuan dimana hakim Praperadilan Melakukan 
Pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. 
Menurut M. Yahya Harahap ditinjau dari segi struktur dan susunan 
peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula 
sebagai instansi tingkat peradilan yang memberi putusan akhir atas suatu kasus 
peristiwa pidana.  Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan 
eksistensinya: 
1) berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negari, dan 
sebagai lembaga Pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pegadilan Negeri 
sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, 
2) dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping 
Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, 
3) administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan 
Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan 
pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, 
4) tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial 
Pengadilan Negeri itu sendiri.  
b. Wewenang Praperadilan 
Mengenai wewenang Praperadilan diatur oleh Pasal 77 sampai 83, serta 
Pasal 95 dan 97.  Pasal 77 KUHAP disebutkan bahwa : ”Pengadilan Negeri 
berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam undang-undang tentang: 
1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. 
2) Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya 
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ” 
c. Proses Pemeriksaan Praperadilan 
Jalannya sidang Praperadilan tidak diatur dalam KUHAP. Dalam praktik 
tata cara persidangan Praperadilan mengacu pada tata cara persidangan perkara 
perdata. Acara pemeriksaan tersebut dalam praktik adalah sebagai berikut: 
1) Pembukaan sidang oleh hakim Praperadilan. 
Pembukaan sidang dilakukan dengan ketukan palu, dan sidang dinyatakan 
dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim Praperadilan. 
2) Memeriksa kelengkapan para pihak yang terdapat dalam perkara tersebut. 
Hakim Praperadilan memeriksa apakah para pihak yakni Pemohon dan 
Termohon Praperadilan sudah hadir atau belum. Misalnya belum hadir 
apakah sudah dipanggil atau belum. Jika para pihak atau salah satu pihak 
didampingi Penasihat Hukum, dilihat surat kuasanya, sudah sesuai atau belum 
dengan ketentuan yang berlaku.   
3) Pembacaan permohonan Praperadilan dari Pemohon 
4) Pembacaan jawaban Termohon Praperadilan. 
5) Replik dari Pemohon Praperadilan 
6) Duplik dari Termohon Praperadilan 
7) Pemohon Praperadilan didengar keterangannya 
8) Termohon Praperadilan didengar keterangannya. 
Ketentuan Pemohon maupun Termohon untuk didengar keteranganya di 
pengadilan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b 
mendengar keterangan tesebut secara tertulis atau secara lisan. Menurut 
hemat penulis adalah secara- lisan, sehingga hakim Praperadilan bisa 
mendengar langsung dari para pihak. Segala sesuatu yang diperlukan untuk 
bahan pertimbangan putusan. Juga bagi Termohon yang tidak langsung jadi 
kuasa dalam persidangan bisa disengar keterangannya. 
9) Pemeriksaan alat bukti baik dari Pemohon dan Termohon 
10) Kesimpulan para pihak. 
11) Putusan Praperadilan. 
Karena perkara Praperadilan harus diputus dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka 
hendaknya hakim bisa mengatur jadwal sedemikian rupa, sehingga tidak lebih 
dari 7 (tujuh) hari sudah bisa dibacakan putusan.    
( Hari Sasangka,  2007:203-204) 
d. Gugur Pemeriksaan Praperadilan 
Dalam Pasal 82 huruf d KUHAP ditentukan : ”dalam hal suatu perkara 
sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai 
permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.” 
e. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan 
Dalam Pasal 83 ayat (1) ditentukan: ”Terhadap putusan Praperadilan dalam 
hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat 
dimintakan banding”. Dalam Pasal 83 ayat (2) ditentukan : ”Dikecualikan dari 
ketentuan ayat (1) adalah putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya 
penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan 
putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”. 
Menurut Denny Kailimalang sebagaimana dikutip  Hari Sasangka (2007: 
206),  hanyalah Penyidik dan Penuntut umum yang punya hak dalam hal ini. Jadi 
apabila putusan tesebut menetapkan sah penghentian penyidikan atau 
penuntutan, berarti tidak dapat dimintakan banding  dengan demikian dari 
ketentuan Pasal 83 ayat (2)   KUHAP itu tersirat adanya perlindungan terhadap 
penguasa (Penyidik dan Penuntut Umum), karena hanya mereka saja yang dapat 
mengajukan pemeriksaan akhir ke Pengadilan Tinggi kalau dinyatakan sahnya 
penghentian penyidikan dan penuntutan. 
Tata cara pemeriksaan banding perkara Praperadilan menurut TPP-KUHAP 
lampiran 12 adalah sebagai berikut: 
1) Putusan Praperadilan tidak bisa diajukan banding kecuali dalam hal 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 
2) Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan akhir (Pasal 83  ayat (2) 
KUHAP); 
3) Tenggang waktu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi adalah 7 (tujuh) 
hari sesudah putusan; 
4) Tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan banding sudah 
harus mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi; 
5) Pengadilan Tinggi dalam 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara,  harus 
sudah menetapkan hari sidang; 
6) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal sidang yang ditetapkan,  harus 
sudah diputus perkaranya; 
7) Antara penetapan hari sidang dan hari sidang tidak boleh melebihi 3 (tiga) 
hari. 
dalam TPP-KUHAP lampiran 23 ditentukan bahwa putusan Praperadilan 
tidak dapat dimintakan Kasasi. Sejalan dengan hal tesebut di atas Putusan 
Mahkamah Agung No. 401 K/Pid/1983 memberikan pertimbangan sebagai 
berikut: 
1) bahwa menurut Pasal 244 KUHAP, permintaan pemeriksaan Kasasi dapat 
diajukan terhadap putusan pekara pidana yang diberikan, pada tingkat 
terakhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung; 
2) bahwa pemeriksaan dalam Praperadilan harus dilakukan secara cepat, dan 
dalam hal perkara telah mulai diperiksa Pengadilan Negeri, maka permintaan 
pemeriksaan Praperadilan gugur (Pasal 82 KUHAP);  
2. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan  
a. Pengertian Penyidikan  
 Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan 
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
b. Wewenang Penyidik 
Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik 
POLRI yaitu : 
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 
kewajibannya mempunyai wewenang : 
1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 
2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka ; 
4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 
5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
9) mengadakan penghentian penyidikan; 
10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
c. Penghentian Penyidikan 
Dalam Pasal 109 ayat (2) ditentukan bahwa ”Dalam hal penyidik 
menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan 
demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 
umum, tersangka atau keluarganya.” 
Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) tersebut maka dapat 
disimpulkan adanya pembatasan tentang dapat dilakukannya suatu proses 
tindakan penghentian penyidikan yaitu; 
1) Tidak diperoleh bukti yang cukup 
2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana 
3) Penghentian penyidikan demi hukum 
Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya 
sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak 
menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana 
dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 KUHP yaitu; 
a) Nebis in idem, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya 
atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu 
orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus 
perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di 
Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
b) Tersangka meninggal dunia. 
c) Kedaluwarsa, apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti 
yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum 
penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. 
(M. Yahya Harahap, S.H. II, 2008:150-153).  
d. Keberatan Atas Penghentian Penyidikan 
Dalam KUHP dikenal adanya lembaga di dalam Pengadilan Negeri yang 
bernama Praperadilan yang bertugas melakukan pengawasan secara horizontal di 
antara instansi penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.  
Salah satu yang menjadi wewenangnya adalah melakukan pemeriksaan tentang 
sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan (Pasal 77 huruf a KUHAP). 
Yang berhak mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan 
berdasarkan Pasal 80 KUHAP adalah; 
1) Penuntut umum, apabila berpendapat tindakan penghentian yang tidak sah. 
Misalnya penyidik berpendapat tidak cukup bukti, sedang penuntut umum 
berpendapat bukti yang telah ada pada penyidik sudah cukup memadai untuk 
menuntut tersangka di persidangan. 
2) ”Pihak ketiga yang berkepentingan” berhak mengajukan keberatan 
penghentian penyidikan kepada Praperadilan. Yang dimaksud pihak ketiga di 
dalam undang-undang dalam hal ini tidak diatur secara rinci, akan tetapi 
secara logika, pada setiap terjadi peristiwa pidana pihak ketiga yang paling 
berkepentingan di sini adalah ”korban” atau ”saksi”. 
Pengajuan keberatan harus berdasar alasan hukum yang serasi 
mendukung keberatan. Bukan hanya asal keberatan saja tanpa dibarengi dengan 
alasan yang tepat.  
3. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Tingkat Kasasi 
a. Pengertian Kasasi 
Secara harafiah kasasi berrasal dari bahasa Perancis  ”Cassation”, dengan kata 
kerja ”Casser”, yang berarti membatalkan atau memecahkan. Kasasi dapat diartikan 
memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, 
karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. 
Perkara yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan dalam 
penerapan hukum. Penerapan fakta-fakta termasuk wewenang judex factie, yang 
dalam sistem hukum Indonesia menjadi wewenang pengadilan tingkat pertama dan 
pengadilan tingkat terakhir.  
b. Ruang lingkup Obyek Peradilan (Putusan atau penetapan yang dapat diperiksa 
dalam peradilan kasasi) 
1) ”Putusan” atau ”vonis” yang diambil dalam suatu perkara atau perselisihan 
sebagai penutup atau pengakhir suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh 
pengadilan atau hakim. 
2) ”penetapan” yang dalam bahasa Belanda disebut ”beschikking” adalah 
tindakan-tindakan pengadilan (Hakim) yang tidak merupakan putusan 
misalnya : penetapan hari sidang, perintah penyitaan, penetapan 
pengangkatan seorang wali, penetapan penangguhan penahanan dan lain-
lain. 
Putusan, penetapan atau perbuatan yang dimintakan Kasasi itu harus berasal 
dari sebuah badan Pengadilan atau hakim, jadi suatu putusan kehakiman yang dalam 
bahasa Belanda disebut ”Rechterlijke beslissing”. 
Perkara-perkara yang tunduk pada kasasi diatur dalam; 
1) Ketentuan Pasal 44 undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Jo Pasal 244 KUHAP 
yaitu ; 
a) Putusan (atau penetapan ) pengadilan yang diberikan dalam tingkat 
terakhir. 
b) Menyangkut perkara pidana yang bukan putusan bebas. 
2) Perbuatan pemeriksaan yang dilakukan oleh kurang dari 3 (tiga) orang Hakim. 
3) Putusan pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara atas 
putusan verstek yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap lawannya. 
4) Perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari Rp. 100 (Seratus 
Rupiah) (Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 jo Pasal 199 RBG) 
5) Putusan dalam perkara pidana ringan dengan acara cepat 
Soedirjo menambahkan uraian tentang perkara-perkara yang tidak tunduk 
pada kasasi yaitu : 
1) Perkara pidana yang terdakwanya dijatuhi perampasan kemerdekaan tetapi 
tidak menggunakan upaya hukum verstek. 
2) Ketentuan Pasal 148 KUHAP, tentang penetapan Ketua Pengadilan Negeri 
yang menyatakan bahwa pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang 
mengadili perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. 
3) Penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penetapan hari 
sidang, pemanggilan saksi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
Hakim. 
4) Putusan Badan yang tidak termasuk kekuasaan Kehakiman  
a) Putusan P4P yang menjadikan dasar putusannya dalam aspek 
doelmatigheid dan rechtmatighed 
b) Putusan kantor Urusan Perumahan (PP Nomor 49 tahun 1963) 
c) Putusan Perdamaian (acta van vergelijk) yang dibuat berdasarkan Pasal 
130 HIR/ Pasal 154 RBG. (Soedirjo, 1986 : 15-21) 
5) Perkara yang terdapat dalam Pasal 45A Undang-undang Nomor 5 tahun 2004  
yang terdiri dari : 
a) Putusan Praperadilan 
b) Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara yang paling lama 1 
(satu) tahun dan atau diancam pidana denda. 
c) Perkara Tata Usaha Negara yang obyek gugatannya berupa keputusan 
pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah 
yang bersangkutan.  
c. Tata cara Permohonan Kasasi 
Syarat formal pengajuan  Permohonan Kasasi (alasan hukum pengajuan 
kasasi). Ketentuan Pasal 253  ayat (1) KUHAP menentukan 3 (tiga) alasan disingkat 
sebagai berikut: 
1) Kesalahan penerapan hukum 
2) kesalahan cara mengadili 
3) Judex Factie melampaui batas wewenang 
Syarat-syarat formal melampaui batas wewenang bidang hukum itu hampir 
sama maksudnya, syarat-syarat formal mana merupakan akses bersifat limitatif bagi 
hakim kasasi memeriksa dan mengadili permohonan kasasi. 
Dalam praktek sehari-hari para hakim kasasi sangat hati-hati menggunakan 
akses pengadilan kasasi itu agar dihindari kesalahan dalam penerapan fungsi kasasi 
sebagaimana diuraikan di atas. Kesalahan atau kekhilafan Hakim kasasi akan menjadi 
bahan alasan bagi pencari keadilan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. 
Hanya sedikit Pengacara yang mampu secara teknis mengemukakan alasan kekhilafan 
hakim kasasi untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.  Surat permohonan 
untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili perkara pidana, 
diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa disertai pendapat dan alasan-alasannya 
(Pasal 58 Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). 
Dalam hal permohonan tersebut diajukan oleh Penuntut umum, maka surat 
permohonan dan berkas  perkaranya dikirimkan oleh Penuntut Umum kepada 
Mahkamah Agung. Sedangkan salinannya dikirimkan kepada Jaksa Agung, para Ketua 
Pengadilan dan Penuntut umum pada kejaksaan lain serta kepada Terdakwa. 
Penuntut Umum pada Kejaksaan lain, demikian pula Terdakwa selambat-
lambatnya tiga puluh hari setelah menerima salinan permohonan tersebut 
menyampaikan pendapat masing-masing kepada Mahkamah Agung (Pasal 58 Undang 
undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). 
Dalam hal surat permohonan diajukan oleh Terdakwa, maka surat 
permohonannya diajukan melalui Penuntut Umum yang bersangkutan, yang 
selanjutnya meneruskan permohonan tersebut beserta pendapat dan berkas 
perkaranya kepada Mahkamah Agung. 
Penuntut Umum tersebut mengirimkan salinan permohonan dan pendapatnya 
kepada Penuntut Umum lainnya, Penuntut Umum lainnya mengirimkan pendapatnya 
kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah menerima  
salinan permohonan tersebut ( Pasal 60 Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung). Penuntut umum yang menerima permohonan tersebut dari 
terdakwa tersebut secpat-cepatnya menyampaikan salinan surat permohonan tersebut 
kepada para Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Setelah permohonan 
tersebut diterimanya, maka peeriksaan perkara oleh pengadilan yang memeriksa 
ditunda sampai sengketa tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung ( Pasal 62 
Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Dalam hal 
sengketa kewenangan mengadili perkara pidana. Mahkamah Agung memutuskan 
sengketa tersebut setelah mendengar pendapat Jaksa Agung. Jaksa Agung 
memberitahukan putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut 
Umum dalam perkara tersebut ( Pasal 63 Undang undang Nomor 14 tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung). 
d. Tata Cara Pemeriksaan Kasasi  
Menurut ketentuan Pasal 254 KUHAP disebutkan bahwa: “Dalam hal 
Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247. mengenai 
hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan 
permohonan kasasi”. 
Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa ”Terdapat putusan 
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain 
daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan 
permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” 
Dari bunyi Pasal tersebut dapat kita bahasakan bahwa dalam perkara pidana 
yang dapat dimintakan proses pemeriksaan kasasi adalah putusan perkara pidana 
yang bersifat menghukum dengan kata lain terhadap putusan yang bersifat bebas atau 
tidak ada pemidanaannya tidak boleh diajukan kasasi, selain itu dari bunyi Pasal 244 
KUHAP ini dapat kita simpulkan bahwa yang berhak mengajukan kasasi hanyalah 
terdakwa atau penuntut umum. Mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan pada 
tingkat kasasi diatur dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 254 KUHAP. 
4. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Agung  
a. Pengertian Mahkamah Agung 
Pasal 1 Undang undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 
menyebutkan bahwa : ”Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”.  
Dapat dikatakan bahwa ciri khas dalam negara hukum yang berasaskan 
Pancasila adalah : 
1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. 
2) Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. 
3) Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 
(Moh. Kusnardi dan Harmaily,  1981: 226) 
Untuk dapat mewujudkan ketiga hal tersebut di atas, diperlukan adanya suatu 
lembaga untuk menegakkan tertib hukum yang telah digariskan. Lembaga tersebut 
adalah Mahkamah Agung. 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 
Undang-undang 1945 amandemen ke-III). Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan 
oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Lingkungan 
peradilan Militer dan sebuah Mahkamah Konstitusi. (Pasal 24 ayat (2) Undang-undang 
Dasar 1945 Amandemen ke-III). 
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen III, 
dalam menjalankan kekuasaannya, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 
tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang. 
Fungsi dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut ( Subekti, S, 1980) : 
1) Fungsi Peradilan 
a) sebagai Pengadilan Negara tertinggi Mahkamah Agung merupakan 
pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam 
penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, 
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah 
negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. 
b) Selain tugasnya sebagai Pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang 
memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir: 
(1) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili. 
(2) Permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh  
kekuatan  hukum  tetap  (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, dan 
Pasal 34 Undang –undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah 
Agung) 
(3) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan 
muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan 
peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang 
Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)   
2) Fungsi Pengawasan  
a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya 
peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan 
yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama 
dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, 
cepat, biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2004  tentang Kekuasaan Kehakiman). 
b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan : 
(1) terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan 
perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, 
yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan 
meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 
teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk 
yang diperlukan tanpa mengurangi Kebebasan Hakim (Pasal 32 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)  
(2) terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut 
peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 1985). 
3) Fungsi Mengatur 
a) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaran peradilan apabila terdapat hal-hal yang 
belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung 
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum 
yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 
dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985). 
b) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana 
dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur 
Undang-Undang. 
4) Fungsi Nasihat 
Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan dalam 
bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara Lainnya (Pasal 37 Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan Nasihat kepada Presiden 
selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 
Undang-Undang Nomor 14 tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). Selanjutnya 
Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan 
pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. 
Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi 
sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya, penjabaran fungsi-fungsi dari Mahkamah 
Agung adalah sebagai berikut (Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia : 
www.ma-ri.go.id) : 
b. Wewenang Mahkamah Agung 
Dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang –Undang Nomor 5 tahun 2004 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung disebutkan bahwa yang menjadi wewenang dari Mahkamah 
Agung adalah; 
Pasal 30 ayat (1) 
1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau 
penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: 
a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;  
b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;  
c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan.  
Pasal 31 ayat (1) dan (2) 
1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 
2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak 
memenuhi ketentuan yang berlaku.  
Wewenang Mahkamah Agung juga diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang 
Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yaitu ; 
Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: 
a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung; 
b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang; dan 




5. Tinjauan Umum Mengenai Putusan  
a. Pengertian Putusan  
Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan 
bahwa: ”Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini”. 
Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim itu merupakan putusan yang 
diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang 
terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana 
pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari 
segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan segala tujuan 
menyelesaikan perkara (2007: 121) 
b. Bentuk-Bentuk Putusan 
1) Putusan bebas (Vrjspraak/Acquittal) 
Dalam suatu persidangan pengadilan, seorang terdakwa dibebaskan 
apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam surat dakwaan tidak 
terbukti, secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) ketiadaan 
terbukti ini ada dua macam: 
a) Ketiadaan terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai 
minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja, tanpa 
dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain. 
b) Minimum yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi yaitu 
adanya dua orang saksi atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan 
kesalahan terdakwa. 
2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (Van rechtvervolging) 
Apabila suatu perbuatan yang dalam surat dakwaan itu terbukti, 
tetapi tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa 
harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Hal ini 
akan terjadi jika : 
a) Terdapat kekeliruan dalam surat dakwaan, yakni apa yang didakwakan 
tidak cocok dengan salah satu penyebutannya oleh hukum pidana dari 
perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana; 
b) Terdapat hal-hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa tidak 
dijatuhi hukuman pidana menurut Pasal dalam KUHP, yakni sakit karena 
jiwa (Pasal 44 KUHP), melakukan di bawah pengaruh daya paksa (Pasal 
48 KUHP), adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP), adanya 
ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), atau karena menjalankan 
perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). 
3) Putusan Pemidanaan (Verooldeling) 
Putusan Pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Apabila dijabarkan lebih detail, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi 
jika : 
a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum 
dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum; 
b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana 
(kejahatan/misdrijven atau pelanggaran/overtredingen); 
c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan 
(Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP). 
 
 
c. Isi Putusan 
Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam 
Pasal 182 ayat 1 KUHAP, tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, 
pembelaan, dan jawaban. Apabila tahap proses penuntutan, pembelaan, dan 
jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim ketua menyatakan ”pemeriksaan 
dinyatakan tertutup”. Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap 
musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan 
(M. Yahya Harahap, 2002 : 347). Dalam Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa musyawarah yang disebut di 
atas harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam 
persidangan. 
Mengenai pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan 
pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan 
didukung oleh keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP), serta yang dimaksud dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti, yaitu dua di antara alat bukti yang sah 
menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  
Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat 5 KUHAP bahwa dalam 
musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari 
hakim yang termuda sampai yang tertua, sedangkan yang terakhir 
mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat 
harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat berikutnya, yakni ayat 
(6) Pasal 182 KUHAP itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis 
merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-
sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu: 
1) Putusan diambil dengan suara terbanyak; 
2) Apabila yang tersebut pada cara di atas tidak dapat diperoleh putusan, maka 
yang dipakai ialah pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa. 
Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu 
putusan hakim, dan menurut ayat (2) Pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut 
tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada angka 7 dan 9 putusan batal demi 
hukum. Ketentuan tersebut adalah: 
1) Kepala putusan yang ditulis berbunyi : ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
2) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. 
3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. 
4) Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. 
6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 
tindakan dan Pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan disertai keadaan yang memberatkan dan memperingan terdakwa. 
7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara 
oleh hakim tunggal. 
8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan 
atau tindakan yang dijatuhkan. 
9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan 
jumlahnya pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. 
10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik yang dianggap palsu. 
11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan. 
12) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang 
memutus dan nama Panitera. 
Kemudian, dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat putusan 
ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan tersebut 
diucapkan.  
d. Bentuk Putusan Praperadilan 
Dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa : ”Putusan hakim dalam 
acara Praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 
dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya” 
Dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa : ”Isi putusan selain 
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal 
sebagai berikut : 
1) dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan 
tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat 
pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka; 
2) dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau 
penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib 
dilanjutkan; 
3) dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan 
tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian 
dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka 
dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; 
4) dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak 
termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda 
tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda 
itu disita.” 
Menurut Hari Sasangka,  putusan Praperadilan harus memuat dengan jelas 
dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP). Putusan Praperadilan tersebut 
(Pasal 82 ayat (3) KUHAP) harus memuat : 
1) Dalam hal suatu penyidikan atau penahan tidak sah, maka penyidik atau 
penuntut umum harus segera membebaskan; 
2) Dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka 
penyidikan atau penuntutan harus dilanjutkan; 
3) Dalam hal penangkapan atau penahanan tidak sah, maka ditetapkan jumlah 
ganti rugi dan rehabilitasi; 
4) Dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan 
tersangka/terdakwa tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan 
rehabilitasinya; 
5) Dalam hal benda yang disita ada yang tidak termasuk alat bukti, maka benda 
tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada siapa 
benda tersebut disita. 
Adanya ketentuan tersebut, maka terhadap permohonan Praperadilan 
harus mengacu pada ketentuan di atas. Sehingga apabila diajukan permohonan 
Praperadilan dengan alasan tidak sahnya penangkapan/penahanan, suatu misal, 
maka dalam petitum permohonan Praperadilan tersebut harus disebutkan: 
1) Menyatakan bahwa penangkapan/penahanan atas diri pemohon tidak sah; 
2) Memerintahkan penyidik untuk membebaskan pemohon dari tahanan;  
3) Menetapkan penyidik untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 
..........................(.........................) kepada pemohon; 
4) Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 
martabatnya. (2007 : 202-203). 
Menurut M. Yahya Harahap, bentuk putusan Praperadilan tidak diatur 
secara tegas dalam undang-undang kalau begitu dari mana menarik kesimpulan 
bahwa pembuatan putusan Praperadilan dirangkaikan menjadi satu dengan berita 
acara pemeriksaan sidang? Kesimpulan dimaksud dapat ditarik dari dua sumber : 
1) Dari ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf c 
Ketentuan ini menjelaskan, proses pemeriksaan  sidang Praperadilan 
dilakukan dengan acara cepat. Ketentuan ini harus diterapkan secara 
”konsisten” dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan 
singkat dan acara pemeriksaan cepat.  Bentuk putusan yang sesuai dengan 
proses pemeriksaan cepat, tiada lain daripada putusan yang dirangkai menjadi 
satu dengan berita acara. Sedangkan dalam acara pemeriksaan singkat yang 
kualitas dan jenis perkaranya lebih tinggi dari acara pemeriksaan cepat, 
bentuk dan pembuatan putusan dirangkai bersatu dengan berita acara. 
Apalagi dalam acara cepat, sudah cukup memenuhi kebutuhan apabila bentuk 
dan pembuatan putusannya dirangkaikan dengan berita acara. 
2) Bertitik Tolak dari Ketentuan Pasal 83 Ayat (3) Huruf a dan Pasal 96 Ayat (1) 
Menurut ketentuan dimaksud bentuk putusan Praperadilan, berupa 
”penetapan”. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian 
berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Kelaziman yang demikian juga 
dijumpai dalam putusan perdata. Penetapan yang bersifat volenteer. 
B. Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan proposisi-proposisi yang disusun dalam kerangka teoritik tinjauan pustaka 
diatas, dalam hubungannya dengan masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini, dapat 
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Penghentian penyidikan yang tidak sah oleh aparat  Dapat diajukan suatu upaya hukum 
pada suatu lembaga yang ada dalam Pengadilan Negeri yaitu Lembaga Praperadilan. Lembaga 
Praperadilan adalah lembaga yang berada di dalam , lembaga ini mempunyai beberapa 
wewenang yang diatur  dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 
77 KUHAP. 
  Salah satu perkara yang menjadi wewenang lembaga Praperadilan tersebut adalah 
dalam hal pemeriksaan tentang perkara penghentian penyidikan yang tidak sah yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum (aparat yang berwenang melakukan penyidikan yang diatur dalam 
Pasal 6 KUHAP), proses acara pemeriksaan perkara Praperadilan ini hampir sama dengan 
proses acara pemeriksaan pada perkara perdata akan tetapi sifat dari acara pemeriksaan 
Perkara Praperadilan ini adalah proses pemeriksaan cepat yaitu dalam jangka waktu 7 (hari) 
sudah harus diputuskan perkaranya. 
Sesuai dengan sifat pemeriksaannya yang cepat maka terhadap putusan Praperadilan 
ini hanya dapat dilakukan upaya hukum banding,  dan putusan yang dapat diajukan pada 
tingkat banding ini hanyalah pada perkara putusan Praperadilan yang menetapkan tidak 
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan putusan pada tingkat banding ini 
menjadi putusan akhir dalam perkara Praperadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (2) 
KUHAP hal tersebut guna memenuhi memenuhi tata cara pemeriksaan cepat dalam 
Praperadilan. 
Gambar Skema Kerangka  
Pasal 16 Ayat (1) UU 
Nomor 4 tahun 2004  
Dalam hal upaya hukum kasasi terhadap putusan Praperadilan dalam   menurut Pasal 
244 KUHAP  dan  dipertegas dengan Yurisprudensi putusan MA RI Nomor 227K/KR/1982 
tertanggal 29 Maret 1982, Putusan MA RI Nomor 401 K/Pid/1983 tertanggal 10 April 1984, 
dan Putusan MA RI Nomor 680 K/Pid/1983 tertanggal 10 Mei 1984 dapat disimpulkan 
bahwa tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Praperadilan karena 
akan bertentangan dengan tata acara pemeriksaan cepat dalam proses acara pemeriksaan 
perkara Praperadilan walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa terhadap putusan 
Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi, selain itu dalam hal pengajuan Kasasi menurut 
ketentuan Pasal 245 KUHAP ayat (3) dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan 
kasasi adalah Jaksa Penuntut Umum  dan terdakwa. 
Akan tetapi dalam Prakteknya Permohonan pemeriksaan Kasasi atas putusan 
perkara Praperadilan ternyata dapat dilakukan dalam hal kasus ini, pengajuan pemeriksaan 
kasasi atas putusan Praperadilan tersebut adalah dari pihak penyidik Kepolisian, jelaslah hal 
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada perkara 
ini pihak Pemohon Kasasi (Penyidik Kepolisian Republik Indonesia) mendasarkan Pasal 253 
KUHAP dalam hal pengajuan pemeriksaan kasasi terhadap putusan Praperadilan tersebut, 
dan Pasal 245 KUHAP dalam prosedur pengajuan Kasasi. 
Sedangkan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap 
putusan Praperadilan tersebut mendasarkan diri pada asas Ius Curia Novit, yang berarti 
bahwa apabila ada pihak yang mengajukan pemeriksaan perkaranya kepada pengadilan, maka 
pengadilan tidak boleh menolak memeriksa perkara karena hakim dianggap mengetahui 
hukumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan 
tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya”. 
    
 
 BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan yang Tidak Sah 
1. Identitas Pemohon dan Termohon Dalam Pemohonan Kasasi 
a. Pemohon Kasasi 
Dalam pengajuan permohonan kasasi ini yang menjadi Pemohon adalah Termohon pada 
perkara Praperadilan yaitu dari pihak penyidik dari kepolisian yaitu; 
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  Cq.  
KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA. 
b. Termohon Kasasi 
Nama Lengkap :Abdurrachman Abdullah Wachdin Basyarahil 
Alamat  :Jln. Jokotole No.97 Pamekasan, Madura, Jawa      
Timur  
2. Deskripsi Kasus  
Peristiwa ini bermula dari adanya pengajuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh 
Abdurrachman Abdullah Wachdin Basyarahil sekarang Termohon Kasasi atas dihentikannya 
proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Musa Said Wachdin dkk, 
melawan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Praperadilan, yang pada pokoknya atas dalil-dalil 
sebagai berikut: 
Pada tahun 1990, Penggugat (Abdurrachman Abdullah Wachdin Basyarahil) mengadukan 
adanya perbuatan pidana yang merugikan Penggugat, yang dilakukan oleh Musa Said, dkk 
kepada Tergugat (Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Kota Besar Surabaya), dengan Laporan 
Polisi No.LP/K/876/XII/1990/PAMAPTA tertanggal 6 Desember 1990; 
Bahwa setelah Pemohon (Abdurrachman Abdullah Wachdin Basyarahil) diperiksa/ atau 
diproses Termohon (Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Kota Besar Surabaya), Pemohon 
selalu mengikuti perkembangan perkara yang diadukan oleh Pemohon. Akan tetapi, setelah 
berjalan beberapa tahun, hanya kekecewaaan yang diterima oleh Pemohon akibat tidak ada 
kepastian mengenai laporan Pemohon tersebut di atas. 
Bahwa merasa tidak ada kepastian mengenai laporannya tersebut, pada tahun 1996 
Pemohon mohon perlindungan hukum kepada Kapolri dan tidak lama kemudian, Pemohon 
menerima panggilan dari kantor Termohon. Selanjutnya, setelah memenuhi panggilan 
Termohon, Pemohon diberitahu bahwa berkas perkara hilang dan disarankan sebaiknya 
Pemohon membuat laporan baru. 
Bahwa Pemohon kemudian mengikuti saran Termohon dan serentak saat itu juga diproses 
atau diperiksa lagi. Akan tetapi, setelah berjalan beberapa tahun ternyata tidak ada 
perkembangan. Selanjutnya, Pemohon kemudian minta perlindungan lagi dari Kapolda jawa 
Timur di Surabaya pada tahun 2002. 
Bahwa untuk kesekian kalinya Pemohon menerima surat panggilan dari Termohon 
tertanggal 3 Mei 2002, No.Pol: SPG/205/2002/SERSE, untuk dimintai keterangan. Kemudian 
Pemohon memenuhi panggilan tersebut dan mengatakan bahwa Pemohon berkeberatan untuk 
diperiksa lagi, karena semua apa yang diproses dalam pemeriksaan terdahulu tertanggal 18 
Oktober 1996 No.Polisi: LP/K/0774/X/1996/PAMAPTA sudah lengkap. 
Bahwa setelah Pemohon menyatakan keberatan atas pemeriksaan kembali oleh pihak 
Kepolisian, tidak lama kemudian Pemohon menerima surat tembusan bertanggal 6 mei 2002 
dari Termohon kepada Kapolda Jawa Timur perihal LAPORAN KEMAJUAN tentang Tindak Pidana 
Pemalsuan dan atau memberi keterangan palsu atas nama Tersangka UMAR bin SAHID (sama 
dengan nama WAKASAT SERSE POLWILTABES Surabaya saat itu). 
Bahwa setelah meneliti surat tesebut, ternyata apa yang termuat tersebut tidak sesuai 
sama sekali dengan apa yang Pemohon terangkan dalam proses pemeriksaan, baik subyeknya 
maupun bukti-buktinya. Merasa putus asa karena dipermainkan, Pemohon kemudian memohon 
kepada Termohon untuk agar berkas perkara segera dikirim kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, 
terlepas apa isinya. 
Bahwa setelah tahu pemeriksaan berkas dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri 
Surabaya, dengan penuh rasa hormat, Pemohon melalui kuasa, mohon agar pemintaan 
Kejaksaan Negeri Surabaya dengan suratnya bertanggal 29 Agustus 2003, No. B-
1603/0.5.10.3/Ep.l/8/2003 dan No. B - 1604/0.5.10.3/Ep.l/8/2003, disusuli dengan suratnya 
tanggal 12 Desember 2003 No. B-13/0.5.10.3/Ep.1/12/2003 dan B-14/0.5.10.3/Ep.1/12/2003; 
Bahwa lagi-lagi permohonan Pemohon tidak diperhatikan sama sekali oleh Termohon. Hal 
ini dikarenakan, penuntut umum tidak mungkin dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya tanpa 
penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti dari Termohon, setidak-tidaknya 
sengaja atau tidak sengaja Termohon menghambat pekerjaan Jaksa Penuntut Umum. Di 
samping itu, Termohon mempunyai wewenang dan berkewajiban dan berkemampuan 
menyerahkan tersangka beserta barang bukti Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat/sarana 
yang dibcri oleh hukum; 
Dalam hal ini, jika Termohon mau bekerja baik menjalan fungsinya sebagai penegak 
hukum dengan baik, penyelesaian berkas perkara Pemohon tidak dibutuhkan bertahun-tahun, 
akan tetapi cukup dibutuhkan beberapa bulan saja, karena pembuktiannya sangat jelas dan 
sangat sederhana. Hal ini dapat dibuktikan tenggang waktu yang dibutuhkan oleh Jaksa 
Penuntut Umum relatif singkat; 
Bahwa dari semua apa yang dikemukakan di atas, dapat dirasakan betapa susahnya 
Pemohon untuk mencari sebuah keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, melalui kuasa, 
Penggugat menuntut agar Termohon mencukupi tugas kewajiban Termohon sesuai dengan 
aturan yang berlaku sebagai penyidik dengan penyerahan tanggung jawab tersangka beserta 
barang bukti sebagaimana yang diminta oleh penyidik lanjutan (Jaksa Penuntut Umum); 
Bahwa demikian, berhaklah Pemohon menggugat Termohon di Pengadilan ini agar 
diperoleh kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dalam hal ini, Pemohon berpendapat bahwa 
jikalau Termohon masih mempunyai itikad baik, dengan waktu 14 (empat belas) hari sudah lebih 
dari cukup dalam memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana suratnya yang 
disebut di atas ; 
Bahwa berdasarkan pada semua alasan-alasan yang disebut di atas, Pemohon kemudian 
memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutuskan: 
1. Mengabulkan gugatan Praperadilan Pemohon sepenuhnya ; 
2. Menghukum, setidak-tidaknya ditetapkan, mewajibkan Tergugat memenuhi/ melaksanakan 
isi surat Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 29 Agustus 2003 No. B-1603/0.5.10.3 
/Ep.l/8/2003 No. B - 1604/0.5.10.3/Ep.l/8/2003 serta (tanggal 12 Desember 2003) No. B - 
13/0.5.10.3/Ep.1/12/2003 dan B-14 /0.5.10.3/Ep.1/12/2003 dalam tenggang waktu 14 
(empat belas) hari setelah keputusan diucapkan ; 
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara ; 
Bahwa atas adanya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon kepada 
Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya kemudian mengambil putusan, 
yaitu putusannya No.02/Pid.Praper/2004/PN.Sby, tanggal 26 Februari 2004 yang amar 
putusannnya berbunyi sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon ; 
2. Menghukum Termohon untuk melaksanakan/memenuhi isi surat (P21) Kejaksaan Negeri 
Surabaya tanggal 29 Agustus 2003 No.B-1603/0.5.10.3/Ep.l/8/2003 dan Surat (P21A) No. 
B.13/0.5.10.3/Ep.l/12/2003 surat yang isinya agar Termohon menyerahkan Tersangka Maria 
beserta barang buktinya kepada Kejaksaan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 14 hari 
setelah keputusan diucapkan ; 
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ; 
Selanjutnya, atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Termohon (Kepolisian 
Wilayah Kota Besar Surabaya) kemudian mengajukan Kasasi dengan alasan sebagai berikut:  
1. Bahwa perkara Praperadilan No : 02/Pid.Prap/2004/PN.Sby. telah diputuskan oleh hakim 
tunggal Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Februari 2004. 
2. Bahwa berdasarkan Pasal 245 ayat 1 KUHAP yang mengatur tentang masa tenggang waktu 
untuk mengajukan permohonan pemeriksaaan tingkat kasasi adalah dalam waktu 14 hari 
sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi tersebut yaitu : tanggal 26 Februari 
2004 dan Pemohon Kasasi menyerahkan memori kasasinya masih dalam tenggang waktu 
yang diperkenankan oleh undang-undang ( Pasal 245 ayat 1 dan Pasal 248 KUHAP). 
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyangkal dan menolak putusan Praperadilan ini, karena tidak 
menerapkan hukum sebagaimana mestinya (salah penerapan/ melanggar hukum yang 
berlaku) dan tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang serta 
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga dapat membatalkan 
putusannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHAP Jo Pasal 30 undang-undang No 
14 Tahun 1985 Pemohon Kasasi berhak mengajukan pemeriksaan atas keputusan dimaksud 
pada tingkat kasasi. 
4. Bahwa lembaga Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu 
lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh 
penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang atau belum dan apakah 
tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan atau belum, karena pada 
dasarnya tuntutan Praperadilan hanya menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik/ 
penuntut umum di dalam melakukan penyidikan/penuntutan (secara administrasi) dan 
undang-undang tidak mengatur tentang mekanisme (tata cara) penyidik menyerahkan 
tersangka pada penuntut umum, hal ini hanya merupakan suatu kesepakatan yang diatur 
tersendiri oleh instansi tersebut bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 
5. Bahwa hakim Praperadilan beranggapan penyerahan Tersangka dan barang bukti masuk 
ruang lingkup Praperadilan hal ini merupakan penafsiran hakim yang tidak berdasarkan 
hukum karena Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP yang diatur adalah 
tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi (Pasal 77 KUHAP), dan Pasal 80 KUHAP secara tegas 
menjelaskan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. 
6. Bahwa penghentian penyidikan adalah merupakan tindakan penyidik untuk menghentikan 
penyidikan karena : 
· tidak terdapat cukup bukti. 
· peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana. 
· atau penyidikan diberhentikan demi hukum. 
Hal ini diatur di dalam Pasal 109 KUHAP yang tembusannya disampaikan pada penuntut 
umum, keluarga, tersangka, dan pihak lain yang berkepentingan dan hal ini merupakan 
kewajiban penyidik untuk membuat surat penetapan penghentian penyidikan (SP3) serta 
membuat surat perintah penghentian penyidikan, namun terhadap gugatan Praperadilan 
No.: 027 Pid Prap/2004/PN.Sby. yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan, Pihak Termohon 
(sekarang Pemohon Kasasi) belum pernah atau tidak pernah menghentikan penyidikan atas 
laporan yang dimaksud bahkan seluruh berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan 
lengkap dan sempurna ( P21) oleh Jaksa Penuntut Umum ( Bukti T4 dan T4.1 ). 
7. Bahwa tentang belum diserahkannya Tersangka dan barang bukti atas nama Maria 
seharusnya hakim mempertimbangkan jawaban Termohon Praperadilan (Pemohon Kasasi) 
tanggal 19 Januari 2004 pada jawaban No. 5 dan upaya-upaya Termohon Praperadilan 
dengan didukung adanya bukti T5, T5.1,T5.2,T6,T6.1,T6.2 dan T7 serta dilengkapi surat 
keterangan dokter spesialis penyakit dalam. Jawaban Termohon pada No. 5 tersebut adalah 
dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang saat itu menyidangkan perkara 
Praperadilan atas nama Pemohon Prof. TEJO PURNOMO (dapat digunakan sebagai 
pembanding) saat dilakukan penangkapan terhadap Prof. TEJO PURNOMO yang saat itu 
dalam kondisi sakit kanker stadium III dan sakit liver kronis, di mana pihak polisi (Termohon) 
dinyatakan bersalah oleh hakim pada saat itu karena tidak menghormati dan menjunjung 
tinggi hak dan martabat seorang Tersangka di depan hukum sesuai yang diatur dalam 
undang-undang (KUHAP) dimana kedudukan tersangka adalah sebagai subyek bukan 
sebagai obyek, sehingga hak untuk memperoleh pelayanan hukum yang baik perlu 
diperhatikan. (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2003). 
8. Bahwa atas dasar petimbangan hukum tersebut pada No. 7 di atas jelas sangat bertolak 
belakang, di satu sisi tindakan Termohon di dalam penangkapan (upaya paksa) terhadap 
orang sakit tidak dibenarkan dan disisi lain tindakan tersebut harus dilakukan (diwajibkan) 
agar tidak dikatakan telah menghentikan penyidikan secara diam-diam, seperti yang 
dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim Praperadilan yang saat ini dimintakan kasasi oleh 
Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dengan undang-undang 
dan Deklarasi Hak Asasi Manusia, karena tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan 
melanggar asas-asas yang ada dalam undang-undang itu sendiri di antaranya asas Praduga 
tak bersalah. 
9. Bahwa pertimbangan lain dalam putusan yang menyatakan Termohon (Pemohon Kasasi). 
Belum menyerahkan Tersangka Maria dan barang buktinya dapat dikualifikasikan sebagai 
usaha penghentian penyidikan", hal ini merupakan suatu pertimbangan (penafsiran) yang 
sangat sempit dan tidak berdasarkan hukum karena belum menyerahkan tersangka Maria 
pada Penuntut Umum Termohon (Pemohon Kasasi) memiliki suatu alasan pemaaf yang 
dapat diterima. Belum diserahkannya tersebut karena Tersangka Maria hingga saat ini 
dalam keadaan sakit yang diperkuat dengan surat keterangan dokter spesialis penyakit 
dalam ( bukti : T5, T6, T7 & T8), di samping itu tidaklah mungkin dilakukan penangkapan 
(upaya paksa untuk membawa) kepada Tersangka karena usia Tersangka sudah tua lebih 
kurang 83 tahun dan jika berdiri harus dibantu orang lain apalagi komplikasi penyakitnya 
semakin parah dan apabila tindakan penyerahan pada Jaksa Penuntut Umum harus 
dipaksakan siapa yang bertanggung jawab nantinya? dan apakah perbuatan/langkah 
Termohon (Pemohon Kasasi) dapat dikatakan sebagai upaya penghentian penyidikan. 
10. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan sakitnya Tersangka Maria tidak menyebabkan 
halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan yang dijadikan pertimbangan hakim 
(yang diambil dari visum dokter Polwiltabes Surabaya) pada pemeriksaan bagian luar, 
namun tidak mempertimbangkan penyakit bagian dalamnya karena Tersangka Maria 
menderita sakit komplikasi bagian dalam yang harus ditangani seorang spesialis penyakit 
dalam, namun hal ini hakim tidak mempertimbangkannya dengan bukti-bukti yang dimiliki 
tersangka ( bukti T5 & bukti T6 ) sehingga terhadap putusan tersebut menjadi kabur dan 
tidak berdasarkan hukum. FAKTA-FAKTA LAIN YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN 
11. Bahwa terhadap jalannya persidangan hakim tidak dapat bertindak tegas dan telah 
melanggar ketentuan undang-undang Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP tentang batas waktu 
tujuh hari sidang harus diputus dan cenderung memberikan kelonggaran pada Pemohon 
Praperadilan dengan alasan tempat tinggalnya jauh di Pamekasan Madura. 
12. Bahwa hakim telah bertindak tidak adil dalam memimpin persidangan khususnya pada acara 
kesimpulan di mana penyerahan jawaban kesimpulan yang seharusnya diserahkan pada 
forum sidang resmi yang dibuka untuk umum namun jawaban pihak Pemohon diserahkan 
diluar sidang dan hanya jawaban pihak termohonlah yang diterima di depan hakim dalam 
forum resmi tanpa hadirnya Pemohon. 
13. Bahwa ternyata hakim juga memberikan kesempatan pada Pemohon Praperadilan untuk 
menambahkan bukti-bukti lain diluar acara persidangan tanpa memberitahukan pada 
Termohon, dimana sebelumnya saat acara pembuktian dari pihak Pemohon bukti yang 
diajukan hanya 6 ( enam ) bukti yaitu bukti PI s/d P6, namun di dalam amar putusan No : 
02/Pid Prap/2004/PN.Sby tanggal 26 Februari 2004 bukti tersebut menjadi 10 ( sepuluh ) hal 
ini ada penambahan 4 bukti yang tidak diungkap dalam persidangan dan justru 4 bukti 
tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusannya. 
14. Bahwa sidang Praperadilan yang dibuka tanggal 19 Januari 2004 dan baru diputus tanggal 26 
Februari 2004 adalah merupakan sidang Praperadilan terpanjang selama hampir 30 hari dan 
hal ini juga dapat membatalkan putusannya karena melanggar ketentuan undang-undang 
Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP, juga melanggar Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP yang 
mengatur tentang gugurnya gugatan Praperadilan di mana perkara pokoknya telah 
didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor pendaftaran 
No.397/Pid.B/04/PN.Sby tanggal 25 Februari 2004 atas nama Tersangka Musa bin Said dan 
Harits. 
15. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan pendapat hukum dari Pemohon Kasasi telah dapat 
dibuktikan kebenarannya sesuai hukum positif maupun hukum formil yang berlaku, 
sehingga sudah sepatutnya bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk 
menerima serta mengabulkan seluruh Memori Kasasi ini, sehingga dalam putusannya sudah 
mencakup rasa keadilan bagi aparat penegak hukum ( Polri ) yang sedang mengemban tugas 
negara dan menjalankan undang-undang. 
Selanjutnya, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung kemudian berpendapat 
bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) dan 
(2) huruf a Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa dalam perkara 
Praperadilan tidak bisa diajukan permohonan kasasi. 
Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan 
oleh : Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala 
Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah 
Agung. 
Bahwa atas Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hakim Agung menjatuhkan 
putusan dengan amar putusan sebagai berikut; 
1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH 
RI cq. KEPALA KEPOLISIAN RI cq. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SURABAYA 
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini pada Negara 
3. Pembahasan 
 Sebelum membahas permasalahan mengenai pengajuan kasasi terhadap putusan 
Praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah di Mahkamah Agung yang diajukan 
oleh Pemohon Kasasi (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
Cq. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya), terlebih dahulu akan penulis uraikan 
mengenai tata cara pengajuan Praperadilan yang merupakan awal mula adanya pengajuan kasasi 
sebagaimana telah penulis uraikan di atas. Hal ini dikarenakan permasalahan mengenai pengajuan 
kasasi terhadap putusan Praperadilan tersebut merupakan satu kesatuan dari adanya hubungan 
sebab akibat yaitu adanya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Abdurrachman Abdullah 
Wachdin Basyarahil (sekarang Termohon Kasasi). Oleh karena itu, penulis akan menguraikan 
mengenai tata cara Praperadilan terlebih dahulu. 
a. Tata cara pengajuan Praperadilan 
Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP ditentukan bahwa: “Praperadilan adalah wewenang 
pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini, tentang: 
1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka 
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 
2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan 
demi tegaknya hukum dan keadilan; 
3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak 
lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”. 
Bahwa pengaturan mengenai Praperadilan juga diatur di dalam Pasal 77 sampai dengan 
Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini, Pasal 77 KUHAP 
menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan; 
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada 
tingkat penyidikan atau penuntutan” 
Dalam hal ini, ada catatan untuk Pasal 77 KUHAP yaitu “penghentian penuntutan tidak 
termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum (asas oportunitas) yang menjadi 
wewenang Jaksa Agung”. 
Selanjutnya di dalam Pasal 78 KUHAP menyatakan bahwa: 
(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 adalah Praperadilan. 
(2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan 
negeri dan dibantu oleh seorang panitera. 
Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa: “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau 
tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya 
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. 
Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya 
suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut 
umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan 
menyebutkan alasannya”. Dalam hal ini, Pasal 80 KUHAP dimaksudkan untuk menegakkan 
hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. 
Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa: “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi 
akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan 
atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua 
pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”. 
Selanjutnya Pasal 82 KUHAP menyatakan bahwa: 
(1) Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 
80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: 
a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk 
menetapkan hari sidang; 
b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau 
penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan 
ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau 
penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda 
yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik 
dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang; 
c. perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim 
harus sudah menjatuhkan putusannya; 
d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan 
pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka 
permintaan tersebut gugur; 
e. putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk 
mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut 
umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. 
(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan 
alasannya. 
(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat 
hal sebagai berikut 
a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; 
maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing 
harus segera membebaskan Tersangka; 
b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau 
penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib 
dilanjutkan; 
c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, 
maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang 
diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah 
sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; 
d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat 
pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera 
dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita. 
(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 
dan Pasal 95. 
Selanjutnya, Pasal 83 KUHAP menyatakan bahwa:  
(1) Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 
80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. 
(2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan Praperadilan yang menetapkan tidak 
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan 
putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. 
a. Analisis terhadap Putusan Praperadilan 
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di dalam amar putusannya dengan 
No.02/Pid.Praper/2004/PN.Sby, tanggal 26 Februari 2004 memutuskan : 
1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon; 
2. Menghukum Termohon untuk melaksanakan/memenuhi isi surat (P21) Kejaksaan 
Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2003 No.B-1603/0.5. 10.3/Ep.l/8/2003 dan Surat 
(P21A) No. B.13/0.5.10.3/Ep.l/12/2003 surat yang isinya agar Termohon 
menyerahkan Tersangka Maria beserta barang buktinya kepada Kejaksaan Negeri 
Surabaya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah keputusan diucapkan; 
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.500,- (lima- ratus rupiah) 
; 
Apabila ditinjau dari lama pemeriksaan dalam proses acara Praperadilan, maka 
dapat kita lihat bahwa jangka waktu yang dibutuhkan hakim dalam memeriksa dan 
mengadili perkara tersebut tidak sesuai dengan sifat proses ber-acara dalam sidang acara 
cepat. Seharusnya seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah dalam 
waktu 7 hari akan tetapi dalam perkara ini hakim Praperadilan membutuhkan waktu 
selama 39 (19 Januari 2004 sampai dengan 26 Februari 2004) hari mulai dari pemeriksaan 
awal hingga memutus perkara Praperadilan tersebut, dalam hal acara pemeriksaan 
Praperadilan. Jangka waktu pemeriksaan hingga hakim Praperadilan menjatuhkan 
putusan sudah tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP 
“Acara pemeriksaan Praperadilan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 
dan Pasal 81 ditentukan sebagi berikut” huruf c “pemeriksaan tersebut dilakukan secara 
cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah memutus perkara”. 
Bahwa dalam hal ini menurut pihak Penyidik dari Kepolisian Wilayah Kota besar 
Surabaya berdalih bahwa gugatan Praperadilan dari Abdurrachman Abdullah Wachdin 
Basyarahil (sekarang Termohon Kasasi), adalah tidak tepat dikarenakan semua proses 
penyidikan sudah siap dan tinggal  proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada 
pihak Kejaksaan Negeri Surabaya.  Dalam hal ini menurut pihak penyidik Kepolisian 
(tergugat) mengenai proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik bukan 
merupakan ranah atau wewenang dari Praperadilan, dalam hal ini belum diserahkannya 
tersangka bukan karena penghentian penyidikan akan tetapi dikarenakan tersangka yang 
masih sakit sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan, dan ini diperkuat surat 
keterangan dari dokter spesialis penyakit dalam.  
Bahwa menurut pihak Penyidik dari Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya   yang 
dapat diajukan dalam Praperadilan adalah perkara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 
77 huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa Praperadilan berwenang untuk memeriksa 
dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini 
tentang  sah atau  tidaknya upaya; 
· Penangkapan 
· Penahanan 
· Penghentian penyidikan  
· Penghentian penuntutan 
yang  dilakukan oleh Penyidik,  bukan pada mekanisme proses  penyerahan tersangka 
kepada penuntut umum, karena penyerahan ini hanya tidak diatur dalam undang-undang 
akan tetapi hanya merupakan kesepakatan teknis antara penyidik dengan penuntut 
umum. 
Dalam hal materi dalam putusan Praperadilan ini, Penulis sepakat dengan hakim 
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Alasannya adalah apa yang  diputuskan 
oleh Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan pengajuan Praperadilan yang dilakukan 
oleh Abdurrachman Abdullah Wachdin Basyarahil (sekarang Termohon Kasasi) adalah 
sudah tepat. Hal ini dikarenakan Pasal 80 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa: 
“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau 
penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang 
berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”. Di 
mana Pasal ini dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui 
sarana pengawasan secara horizontal. 
Bahwa apa yang dialami oleh Abdurrachman Abdullah Wachdin Basyarahil 
(sekarang Termohon Kasasi) seperti yang telah dipaparkan dalam deskripsi kasus di atas, 
dapat dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk 
menjatuhkan putusan bahwa penyidik (Polwiltabes Surabaya) telah melakukan 
penghentian penyidikan. Mengingat, peristiwa yang dialami oleh Abdurrachman Abdullah 
Wachdin Basyarahil (sekarang Termohon Kasasi) sudah terjadi sejak tahun 1990 (Laporan 
Polisi No.LP/K/876/XII/1990/PAMAPTA tertanggal 6 Desember 1990) dan sampai dengan 
tahun 2002 Abdurrachman Abdullah Wachdin Basyarahil (sekarang Termohon Kasasi) 
justru seperti dipermainkan dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini diperkuat 
dengan isi perkara yang oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dinyatakan telah lengkap. Akan 
tetapi, penyidik dari Polwiltabes Surabaya justru tidak menyerahkan tersangka dan barang 
bukti kepada jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat atau sarana yang diberikan oleh 
hukum. 
Bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak memperluas analogi 
dalam menginterpretasikan Pasal 77 KUHAP tentang wewenang Praperadilan seperti yang 
diuraikan oleh pihak Pemohon Kasasi, akan tetapi hakim melihat perkara ini secara utuh 
dan tidak terpotong (Proses penyerahan tersangka kepada penuntut umum saja). Dalam 
jawaban gugatan pihak penyidik mengatakan bahwa proses ini hanya tinggal penyerahan 
tersangka dari pihak penyidik kepada penuntut umum, dalam perkara ini dasar yang 
dijadikan tergugat dalam pembelaannya terlihat sangat wajar ketika pihak penyidik 
berdalih bahwa teknis penyerahan tersangka tersebut bukan merupakan wewenang dari 
Praperadilan karena hal ini tidak diatur dalam undang undang.  
 Akan tetapi apabila ditarik lebih jauh lagi mulai dari awal mula kejadian dimana 
penggugat Praperadilan (selaku pelapor atas suatu tindak pidana sekaligus korban), telah 
melaporkan kejadian tindak pidana yang merugikannya sejak tahun 1990, dan tidak ada 
tindak lanjut sama sekali hingga tahun 1996. Bukan hanya itu saja bahkan setelah enam 
tahun kasus tersebut diabaikan hingga pelapor melakukan upaya-upaya, akan tetapi 
ternyata tidak ada perkembangan lagi hingga tahun 2002, hingga akhirnya pada tahun 
2004 penggugat akhirnya mengajukan gugatan Praperadilan kepada pihak penyidik, 
melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan fakta proses maka akan terlihat bahwa 
sudah ada suatu upaya untuk mempersulit ataupun menghentikan suatu tindakan 
penyidikan dari pihak Penyidik (dalam hal ini penyidik dari Kepolisian Wilayah kota besar 
Subaya) dengan cara yang berbelit-belit atas suatu perkara pidana hingga habis masa 
kedaluwarsa atas perkara tersebut (penghentian penyidikan semu). 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa apa yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di dalam amar putusannya 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah sudah tepat. Hal ini dikarenakan 
permohonan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Abdurrachman Abdullah Wachdin 
Basyarahil (sekarang Termohon Kasasi) dan juga putusan Praperadilannya telah sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan di dalam KUHAP, dan dalam hal ini 
Praperadilan telah menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan horizontal 
kepada aparat penegak hukum, hanya pelaksanaannya agak sedikit melenceng dari 
peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara substansi amar putusan hakim 
Praperadilan menurut penulis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
telah memenuhi asas keadilan.   
b. Analisis terhadap Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Praperadilan tentang Penghentian 
Penyidikan yang Tidak Sah di Mahkamah Agung 
Untuk memudahkan membaca alur berfikir, sebelum masuk dalam perkara maka 
penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan 
atas suatu putusan Praperadilan menurut KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah Agung, 
peraturan perundangan lain, serta Pendapat-pendapat ahli hukum, mengenai upaya 
hukum yang dapat dilakukan atas suatu putusan Praperadilan. 
Dalam Pasal 83 ayat (2) “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan 
Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, 
yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum 
yang bersangkutan”. Dari bunyi apabila kita petik kata “dapat dimintakan putusan akhir ke 
Pengadilan tinggi” maka dapat penulis bahasakan bahwa putusan pada tingkat banding 
pada pengadilan tinggi adalah menjadi upaya hukum terakhir atas suatu putusan 
Praperadilan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa 
atas suatu Putusan Praperadilan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah hanya pada 
tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, dan yang dapat diajukan pada tingkat banding 
hanyalah pada perkara penghentian penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum dan 
penghentian penuntutan oleh penuntut umum. 
Bahwa setelah Putusan Praperadilan tersebut dijatuhkan, pihak Pemerintah 
Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian 
Wilayah Kota Besar Surabaya dahulu Termohon Praperadilan (sekarang Pemohon Kasasi) 
kemudian mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya 
tersebut. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan sebagai dasar oleh Pemohon Kasasi 
untuk mengajukan kasasi tersebut adalah Pasal 245 ayat (1) KUHAP yang menyatakan 
bahwa: ”Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan 
yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari 
sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa”. 
Di samping itu, pemohon kasasi juga mendasarkan Pasal 248 ayat (1) KUHAP yang 
menyatakan bahwa: “Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat 
alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan 
permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia 
memberikan surat tanda terima”. 
Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan oleh pemohon kasasi (Dahulu 
tergugat Praperadilan (pihak penyidik Kepolisian Wilayah Kota Besar surabaya )) yaitu 
Pasal 245 ayat (1) maka dapat kita ketahui bahwa secara teknis pengajuan kasasi oleh 
pemohon kasasi atas Putusan Praperadilan adalah sama dengan permohonan Kasasi atas 
suatu putusan pidana, yaitu; 
Permintaan pemeriksaan permohonan kasasi diajukan oleh pihak penyidik dari 
Kepolisian dengan melengkapi prosedur administrasi permintaan kasasi yaitu 
permohonan kasasi harus diajukan sebelum tenggang waktu 14 (empat belas) hari  
setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan (Pasal 245 KUHAP). 
Apabila permohonan Kasasi telah memenuhi prosedur dan tenggang waktu sesuai 
peraturan perundang-undangan, maka akan dibuatkan “Akta Pernyataan Kasasi” yang 
ditandatangani oleh panitera. Kemudian tahap selanjutnya permohonan kasasi yang telah 
memenuhi prosedur tersebut oleh Pengadilan Negeri wajib diberitahukan dengan adanya 
permohonan kasasi kepada pihak lawan dan dituangkan dalam “Akta Pemberitahuan 
Kasasi”.  Kemudian setelah itu dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) pemohon 
melalui panitera menyerahkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung, pihak yang 
bersangkutan (termohon) diberi kesempatan mempelajari berkas perkara, kemudian 
berkas perkara berupa bundel A dan bundel B dikirim kepada Mahkamah Agung RI. 
Pada bundel A merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan surat 
penetapan Majelis hakim dan semua kegiatan/ proses penyidangan / pemeriksaan 
perkara tersebut, beserta berkas perkara penyidik, yang disimpan di Pengadilan Negeri. 
Bundel A terdiri atas; 
a. Penetapan Penunjukkan Majelis / Hakim; 
b. Penetapan hari sidang 
c. Berita Acara Sidang (jawaban/replik/duplik pihak-pihak yang dimasukkan dalam 
kesatuan Berita Acara) 
d. Surat-surat bukti yang dimajukan di persidangan. 
e. Berkas Perkara Penyidik. 
Sedangkan bundel B berisikan himpunan surat-surat perkara yang berisikan 
permohonan banding dan kasasi serta kegiatan yang berhubungan adanya permohonan 
banding dan kasasi yang pada akhirnya akan dijadikan arsip perkara Mahkamah Agung RI. 
Bundel B ini tediri atas; 
a. Surat pengantar dan daftar isi; 
b. Akta permohonan pemeriksaan tingkat kasasi; 
c. Akta pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi; 
d. Memori Kasasi 
e. Berita acara (akta) penerimaan memori kasasi yang ditandatangani Panitera; 
f. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada pemohon; 
g. Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama; 
h. Dan surat-surat lainnya. 
Perbedaannya adalah pemohonnya, karena di dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 
249 yang disebutkan sebagai pemohon kasasi adalah terdakwa atau penuntut umum dan 
tidak diatur mengenai pemohon kasasi adalah pihak penyidik.  
Dalam perkara ini, upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan 
mengajukan Kasasi terhadap Putusan Praperadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri 
Surabaya adalah sebuah langkah yang keliru. Dalam hal ini, memang benar bahwa jangka 
waktu untuk pengajuan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 245 ayat (1) di atas. Akan tetapi, hal tersebut berada dalam konteks yang berbeda 
yang tidak merupakan bahasan untuk upaya hukum terhadap putusan Praperadilan. 
Dalam hal ini, Pemohon kasasi seharusnya mencermati ketentuan dalam Pasal 83 
KUHAP yang menyatakan bahwa:  
(1) Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 
Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. 
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Praperadilan yang menetapkan 
tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat 
dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang 
bersangkutan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 83 KUHAP tersebut, maka jelas bahwa upaya hukum 
yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan mengajukan Kasasi terhadap Putusan 
Praperadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya adalah langkah keliru. 
Dalam hal ini, upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap 
Putusan Praperadilan tersebut adalah dengan cara mengajukan Banding ke Pengadilan 
Tinggi Surabaya, dan putusan banding atas putusan Praperadilan tersebut akan menjadi 
putusan akhir sesuai dengan Pasal 83 ayat (2). Hal ini dikarenakan terhadap putusan 
Praperadilan tidak bisa diajukan banding, kecuali dalam hal penghentian penyidikan atau 
penuntutan. Di mana tenggang waktu untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi 
tersebut adalah 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan. 
Dalam hal ini, Pemohon Kasasi seharusnya mencermati ketentuan penjelasan dari 
Pasal 83 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan Praperadilan tidak bisa dimintakan kasasi 
dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara 
Praperadilan. Di samping itu, dasar hukum yang dipakai oleh Pemohon Kasasi dengan 
mendasarkan pada ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP juga patut untuk dicermati, 
mengingat Pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana 
yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, 
terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada 
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. 
Bahwa apabila dicermati lebih lanjut Pasal 244 KUHAP tersebut, yang dihubungkan 
dengan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan Praperadilan 
yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya, maka jelas tidak ada relevansinya dengan 
upaya hukum Kasasi terhadap putusan Praperadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan 
Negeri Surabaya tersebut. Mengingat, baik Pasal 244 KUHAP maupun Pasal 245 KUHAP 
tersebut bukanlah dasar hukum yang tepat yang seharusnya dipakai untuk mengajukan 
upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan (Vide Pasal 83 KUHAP). Di samping itu, Pasal 
244 KUHAP juga dengan jelas menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan 
kasasi adalah Terdakwa atau Penuntut Umum dan juga disebutkan bahwa yang dapat 
diajukan kasasi hanyalah putusan perkara pidana bukan putusan Praperadilan. 
Selain itu dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor   No. 
227K/KR/1982 tanggal 29 Maret 1983, yang berisi pertimbangan sebagai berikut;  
5. Mahkamah Agung berpendapat, terhadap putusan-putusan Praperadilan tidak  
dimungkinkan permintaan kasasi, karena keharusan cepat penyelesaian perkara 
Praperadilan tidak akan terpenuhi apabila dimungkinkan pemeriksaan kasasi 
terhadap putusan Praperadilan,  
6. Wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Praperadilan, dimaksudkan 
hanya sebagai wewenang pengawasan horizontal terhadap tindakan tindakan 
pejabat penegak hukum lainnya, 
7. Juga Pasal 244 KUHAP, tidak membuka kemungkinan melakukan pemeriksaan 
Kasasi putusan Praperadilan, karena pemeriksaan kasasi yang diatur Pasal 244 
hanya mengenai putusan perkara pidana yang benar-benar diperiksa dan 
diputus Pengadilan Negeri dan atau pengadilan selain dari Mahkamah Agung. 
8. Selain daripada itu, menurut hukum acara pidana,  baik mengenai pihak-pihak 
maupun acara pemeriksaannya berbeda sifat dan kedudukannya jika 
dibandingkan dalam pemeriksaan Praperadilan. 
Hal ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 401 
K/Pid/1983 yang memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut; 
1. Bahwa menurut Pasal 244 KUHAP, permintaan pemeriksaan kasasi dapat 
diajukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan, pada tingkat terakhir 
oleh Pengadilan selain daripada Mahkamah Agung; 
2. Bahwa pemeriksaan dalam Praperadilan harus dilakukan secara cepat, dan 
dalam hal perkara telah mulai diperiksa Pengadilan Negeri, maka permintaan 
pemeriksaan Praperadilan gugur (Pasal 82 KUHAP); 
3. Bahwa menurut Pasal 83 ayat (1) KUHAP putusan Praperadilan tidak dapat 
dimintakan banding kecuali putusan Praperadilan yang menetapkan tidak 
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan 
akhir pada pengadilan Tinggi;  
4. Bahwa dengan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa 
terhadap putusan-putusan Praperadilan tidak dimungkinkan permintaan 
pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara Praperadilan 
tidak akan terpenuhi, kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi; 
5. Bahwa selain itu, wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh 
Praperadilan ini dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horizontal 
dari pengadilan Negeri; 
6. Bahwa Pasal 244 KUHAP, tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas 
putusan-putusan Praperadilan, karena Pasal ini mengenai putusan perkara 
pidana dan perkara pidana yang dimaksud jelas perkara-perkara pidana yang 
telah benar-benar telah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau 
pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung, di mana hukum menurut 
acara pidana, baik pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat 
dan kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan 
Praperadilan.  
Kedua putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian dipertegas kembali 
dalam  Putusan Mahkamah Agung RI nomor 680 K/Pid/1983 pada tanggal 10 Mei 
1989 yang dalam pertimbangannya menyatakan ”bahwa menurut yurisprudensi 
tetap, terhadap putusan-putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi”. 
 Terlepas dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini memang masih ada 
suatu perdebatan mengenai boleh atau tidaknya permintaan kasasi atas putusan 
Praperadilan, menurut M. Yahya Harahap II, (1983:593-541) mengemukankan 2 (dua) 
pandangan mengenai dapat tidaknya diajukan permohonan kasasi putusan Praperadilan.  
Pertama tidak dapat diajukan kasasi, oleh karena materi yang diperiksa dan diputus bukan 
merupakan materi pidana. Kedua dapat dimintakan kasasi, oleh karena setiap pemeriksaan 
dan putusan yang dijatuhkan badan peradilan dengan sendirinya termasuk tindak yustisial, 
dan oleh karena pengawasan dan koreksi atas putusan Praperadilan tidak dapat dilakukan 
Pengadilan Tinggi, adalah wajar pengawasan dan koreksi itu langsung dimintakan kepada 
Mahkamah Agung. Mungkin hal inilah yang dijadikan acuan pihak penyidik dari Kepolisian 
Wilayah Kota besar Surabaya dalam mengajukan permintaan pemeriksaan permohonan 
kasasi, selain itu juga ada beberapa putusan Praperadilan yang dapat dimintakan 
pemeriksaan kasasi. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, karena 
masih adanya perbedaan pandangan dan tidak adanya satu kesatuan pendapat tentang 
dapat atau tidaknya suatu putusan Praperadilan diajukan upaya hukum Kasasi.   
Namun apabila lebih cermat seharusnya pihak Penyidik melihat ketentuan Undang-
undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 
1985 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004 oleh Presiden RI 
Megawati Soekarnoputri dalam Pasal 45A ayat 1 tersebut dengan jelas disebutkan bahwa 
“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk 
diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-undang ini dibatasi pengajuannya” dan 
di dalam ayat (2) dengan jelas disebutkan bahwa perkara yang dikecualikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas; a. putusan Praperadilan, b. perkara pidana yang 
diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu tahun) dan/atau diancam pidana 
denda. Berdasarkan uraian Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tersebut maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum 
kasasi. 
Bahwa dalam hal perkara ini, ketika pihak penyidik dari Kepolisian Wilayah Kota 
Besar Surabaya (tergugat Praperadilan), ingin mengajukan upaya hukum atas putusan 
Praperadilan tersebut, maka seharusnya pihak Kepolisian  menggunakan upaya hukum 
banding sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. 
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan 
Kasasi terhadap Putusan Praperadilan tentang Penghentian Penyidikan yang Tidak Sah oleh 
Penyidik 
Bahwa terhadap permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, di dalam 
pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa alasan yang 
dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundangan-undang yaitu, Pasal 83 ayat (2) KUHAP, Pasal 244 KUHAP, Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor   No. 227K/KR/1982 tanggal 29 Maret 1983, Putusan Mahkamah Agung 
RI Nomor 401 K/Pid/1983, Putusan Mahkamah Agung RI nomor 680 K/Pid/1983 pada tanggal 10 
Mei 1989, serta dipertegas kembali dalam  Pasal 45 A ayat 1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung disebutkan bahwa dalam perkara Praperadilan tidak bisa diajukan permohonan kasasi.  
Dalam hal ini, penulis sependapat dengan uraian hakim Mahkamah Agung tersebut. 
Mengingat, Pasal 45 A ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 dengan jelas menyatakan bahwa: “Mahkamah 
Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali 
perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya. Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) huruf a 
menyatakan bahwa: “Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
putusan tentang Praperadilan”. Selain itu, Pasal 45 ayat (3) juga menyatakan bahwa: “Permohonan 
kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak 
memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua 
pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung”. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penulis sangat 
sependapat apabila kemudian Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi yang diajukan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian 
Wilayah Kota Besar Surabaya adalah tidak dapat diterima. 
Permasalahan  adalah ketika di dalam peraturan perundang-undangan dengan jelas 
disebutkan bahwa atas putusan perkara Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, 
tetapi mengapa hakim Agung mau menerima permintaan pemeriksaan permohonan kasasi atas 
putusan perkara Praperadilan.  Sedangkan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 
401 K/Pid/1983 tertanggal 10 April 1984 pada poin 7 disebutkan dengan jelas Bahwa Pasal 244 
KUHAP, tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan-putusan Praperadilan, karena Pasal 
ini mengenai putusan perkara pidana dan perkara pidana yang dimaksud jelas perkara-perkara 
pidana yang telah benar-benar telah diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau pengadilan-
pengadilan lain selain Mahkamah Agung, di mana hukum menurut acara pidana, baik pihak-pihak 
dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat dan kedudukannya dari pihak-pihak dalam 
permintaan pemeriksaan Praperadilan.  
Uraian pada poin 7 kemudian dipertegas kembali pada point 8 Putusan Mahkamah Agung 
RI No. 401/Pid/1983 tertanggal 10 April 1984 yang  dengan jelas disebutkan bahwa dengan 
pertimbangan diselesaikannya perkara Praperadilan dengan cepat, Mahkamah Agung berpendapat, 
bahwa terhadap putusan-putusan Praperadilan tidak dimungkinkan permintaan pemeriksaan 
kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara Praperadilan tidak akan terpenuhi, kalau masih 
dimungkinkan pemeriksaan kasasi 
Dalam perkara ini apabila dilakukan pengkajian lebih mendalam, serta melihat beberapa 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penulis  berpendapat bahwa yang dijadikan 
dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menerima permintaan pemeriksaan atas 
permohonan kasasi terhadap putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah 
adalah didasarkan pada adanya asas Ius Curia Novit, yang berarti bahwa apabila ada pihak yang 
mengajukan pemeriksaan perkaranya kepada hakim, maka hakim tidak boleh menolak memeriksa 
perkara karena hakim dianggap mengetahui hukumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “ Pengadilan tidak boleh menolak 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Akan 





Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang penulis kaji, penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Pemerintah Republik Indonesia Cq. 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya) 
terhadap putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah di Mahkamah 
Agung adalah sebuah langkah yang keliru dan menyalahi prosedur tentang upaya hukum 
terhadap putusan Praperadilan. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, 
maka upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Praperadilan tentang tidak sahnya 
penghentian penyidikan tersebut hanyalah dengan meminta putusan akhir pada Pengadilan 
Tinggi dan bukan mengajukan kasasi.  
2. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan 
memutus permohonan kasasi terhadap putusan Praperadilan tentang penghentian penyidikan 
yang tidak sah adalah didasarkan pada adanya asas Ius Curia Novit, yang berarti bahwa apabila 
ada pihak yang mengajukan pemeriksaan perkaranya ke pengadilan, maka pengadilan tersebut 
tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada 
atau kurang jelas, karena hakim dianggap mengetahui hukumnya (Pasal 16 ayat (1) Undang-
undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), akan tetapi pada dalam amar 
putusannya Hakim Agung akan memutuskan bahwa permohonan kasasi tersebut dinyatakan 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran-saran yang ingin penulis 
sampaikan terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun saran-saran tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Sebaiknya para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat menjamin tidak 
adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan seharusnya di 
dalam lembaga Mahkamah Agung ada suatu tahap pemeriksaan awalan sebagai penyaring 
untuk dapat menentukan apakah terhadap putusan yang diajukan permohonan kasasi tersebut 
dapat dilakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atau tidak. 
2. Sebaiknya para pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang lebih teliti dan 
cermat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain (apakah bertentangan 
atau tidak) dan dalam menyusun peraturan perundang-undangan tidak membuat peraturan 
yang bias makna, yang dapat menimbulkan adanya salah tafsir atau multitafsir, sehingga dapat 
menjamin adanya satu kepastian hukum demi tercapainya keadilan.  
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